WALIKOTA PALEMBANG
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 47 TAHUN 2011
TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN SURAT PAKSA DAN PENYITAAN DALAM RANGKA

Menimbang

Mengingat

PENAGIHAN PAJAK DAERAH DENGAN SURAT PAKSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALEMBANG,

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 A Undang-Undang Nomor 19

Tahun 2000 sebagai Perubahan dari Undang-Undang Momor 19
Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dan
ketentuan Pasal 102 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, periu
mengatur tentang tata cara pelaksanaan penagihan pajak daerah
dengan surat paksa;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu

menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Tata Cara
Pelaksanaan Surat Paksa dan Penyitaan dalam Rangka Penagihan
Pajak Daerah dengan Surat Paksa.

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah

Tingkat |l dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Rl
Tahun 1858 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 1821);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

(Lembaran Negara Rl Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 3209);

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian

Sengketa Pajak (Lembaran Negara Rl Tahun 1997 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);

. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak

Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Rl Tahun 1997 Nomor 42,
Tambahan Negara RI Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan
Undang — Undang Rl Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Rl
Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Negara Rl Nomor 3987);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130);

. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan

Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Rl Nomor 36 Tahun 1983,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 3258);

. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang

Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
dan Penerimaan Pendapatan Lain - Lain;



Menetapkan

8. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pelaksanaan Pembinaan dan Operasional Penyidik Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2004 Nomor 31);

9. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota
Palembang Tahun 2008 Nomor 8);

10.Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kenja Dinas Daerah Kota
Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008
Nomor 9);

11.Peraturan Daerah Kota Palembang MNomor 11 Tahun 2010 tentang
Pajak Hotel (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 11 Seri B);

12.Peraturan Daerah Kota Palembang Momor 12 Tahun 2010 tentang
Pajak Restoran (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomer 12 Seri B);

13.Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2010 tentang
Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 13 Seri B);

14 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 14 Tahun 2010 tentang
Pajak Reklame (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 14 Seri B);

15.Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 15
Seri B);

16.Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 16 Tahun 2010 tentang
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah
Tahun 2010 Nomor 16 Seri B);

17.Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pajak Parkir (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 17 Seri B);

18.Peraturan Daerah Kota Palembang Momor 18 Tahun 2010 tentang
Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 18
Seri B);

19.Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2011 tentang

Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran
Daerah Kota Palembang Tahun 2011 Nomor 1 Seri B);

20.Peraturan Daerah Kota Palembang Nomeor 2 Tahun 2011 tentang
Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2011
Nomor 2 Serni B);

21.Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2011 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Daerah Kotz Palembang
Tahun 2011 Nomor 3 Seri B).

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG TATA CARA

PELAKSANAAN SURAT PAKSA DAN PENYITAAN DALAM RANGKA
PENAGIHAN PAJAK DAERAH DENGAN SURAT PAKSA

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Palembang.



Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.

Walikota adalah Walikota Palembang.

. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota

Palembang.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota
Palembang.

6. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung
Pajak melunasi utang pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan
menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan Seketika
dan Sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan
pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan
dan menjual barang yang telah disita (lelang).

7. Pejabat adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan
memberhentikan Jurusita Pajak, menerbitkan Surat Perintah
Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah
Melaksanakan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita, Pengumuman
Lelang, Surat Penentuan Harga Limit, Pembatalan Lelang, Surat
Perintah Penyanderaan dan surat lain yang diperlukan untuk
Penagihan Pajak sehubungan dengan Penanggung Pajak tidak
melunasi sebagian atau seluruh utang Pajak menurut undang —
undang dan peraturan Daerah.

8. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung
jawab atas pembayaran pajak termasuk wakil yang menjalankan hak
dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan
perundang — undangan perpajakan.

9. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah
surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau
memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.

10.Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan Pajak
yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak
tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi
seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, Masa Pajak, dan Tahun
Pajak.

11.Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan Biaya
Penagihan Pajak.

12.Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan adalah Surat Perintah yang
diterbitkan oleh Pejabat untuk melaksanakan penyitaan.

13.0bjek Sita adalah barang Penanggung Pajak yang dapat dijadikan
jaminan utang pajak.

14.Barang adalah tiap benda atau hak yang dapat dijadikan objek sita.

15.Pemblokiran adalah tindakan pengamanan harta kekayaan milik
Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank dengan tujuan agar
terhadap harta kekayaan dimaksud tidak terdapat perubahan apapun,
selain penambahan jumlah atau nilai.

16. Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang
Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi Utang
pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

17 .Biaya Penagihan Pajak adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa, Surat
Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang, Pembatalan
Lelang, Jasa Penilai dan biaya lainnya sehubungan dengan Penagihan
pajak.

18.Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang
meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat
Paksa, Penyitaan dan Penyanderaan.

19.Pajak adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah

Daerah menurut peraturan perundang — undangan yang berlaku,

termasuk Bea Perclehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dan Pajak

Bumi dan Bangunan.

B



BAB Il
JENIS PAJAK DAERAH
Pasal 2

Jenis Pajak Daerah Kota Palembang terdiri atas :
. Pajak Hotel
. Pajak Restoran
. Pajak Hiburan
. Pajak Reklame
. Pajak Penerangan Jalan
Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan
. Pajak Parkir
. Pajak Air Tanah
Pajak Sarang Burung Walet
Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan
. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Femospooon

Pasal 3

Walikota menunjuk Kepala Dinas sebagai pejabat untuk menagih Pajak
Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.

Pasal 4

Pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 berwenang mengangkat
dan memberhentikan jurusita.

Pasal 5

Kepala Dinas melaksanakan tindakan penagihan apabila pajak yang
terutang sebagaimana yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak
Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB),
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT),
Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Pemberitahuan Pajak
Terhutang (SPPT) dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan
Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus
dibayar bertambah, tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo.

Pasal 6

(1) Tindakan pelaksanaan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 diawali dengan penerbitan Surat Teguran, Surat
Peringatan atau surat lain yang sejenis oleh Pejabat atau kuasa yang
ditunjuk oleh Pejabat tersebut setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh
tempo pembayaran.

(2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diterbitkan
terhadap Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur
atau menunda pembayaran pajaknya.

Pasal 7
Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh

Penanggung Pajak setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak
diterbitkannya Surat Teguran, Pejabat segera menerbitkan Surat Paksa.



BAB I
PELAKSANAAN PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS
Pasal 8

(1) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus tanpa

menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran berdasarkan Surat

Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan oleh

Pejabat apabila :

a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Kota Palembang untuk
selama — lamanya atau bemniat untuk itu;

b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau
yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan
kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukan di Kota
Palembang;

¢. terdapat tanda - tanda bahwa Penanggung Pajak akan

membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya,

atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan
perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan
perubahan bentuk lainnya;

badan usaha akan dibubarkan oleh Negara; atau

e. terjadinya penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak
ketiga atau terdapat tanda — tanda kepailitan.

&

(2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sekurang -

kurangnya memuat :

nama Waijib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
besarnya utang pajak;

perintah untuk membayar,dan

saat pelunasan pajak.

aoowo

Pasal 9

Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan oleh
Pejabat :

a.
b.
C.

d.

sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran;

tanpa didahului Surat Teguran;

sebelum jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak Surat Teguran
diterbitkan; atau

sebelum penerbitan Surat Paksa.

BAB IV
PELAKSANAAN SURAT PAKSA

Pasal 10

Surat Paksa diterbitkan apabila :

a.

Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah
diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang
sejenis;

. Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan Penagihan Seketika

dan Sekaligus; atau

Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum
dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran
pajak;



Pasal 11

(1) Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan pernyataan dan
penyerahan Salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak.

(2) Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam Berita Acara yang sekurang — kurangnya memuat
hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa, nama Jurusita Pajak,
nama yang menerima, dan tempat pemberitahuan Surat Paksa.

Pasal 12

Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak

kepada :

a. Penanggung Pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain
yang memungkinkan;

b. orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja
di tempat usaha Penanggung Pajak, apabila Penanggung Pajak yang
bersangkutan tidak dapat dijumpai;

c. salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus
harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan
harta warisan belum dibagi; atau

d. para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta
warisan telah dibagi.

Pasal 13

Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada :

a. pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab,
pemilik modal, baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan, di
tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan;
atau

b. pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang
bersangkutan apabila Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah
seorang sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pasal 14

(1) Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa
diberitahukan kepada Kurator, Hakim Pengawas atau Balai Harta
Peninggalan, dan dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam
likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang
dibebani untuk melakukan pemberesan, atau likuidator.

(2) Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa
khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan, Surat
Paksa dapat diberitahukan kepada penerima kuasa dimaksud.

(3) Apabila pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 dan Pasal 13 tidak dapat dilaksanakan, Surat Paksa
disampaikan melalui Kelurahan dan RT setempat.

(4) Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak diketahui tempat
tinggainya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, penyampaian
Surat Paksa dilaksanakan dengan cara menempelkan Surat Paksa
pada papan pengumuman kantor Pejabat yang menerbitkannya,
mengumumkan melalui media massa, atau cara lain yang ditetapkan.



Pasal 15

(1) Dalam hal Surat Paksa harus dilaksanakan di luar wilayah kerja
Pejabat, Pejabat dimaksud meminta bantuan kepada Pejabat yang
wilayah kerjanya meliputi tempat pelaksanaan Surat Paksa.

(2) Pejabat yang diminta bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib membantu dan memberitahukan tindakan yang telah
dilaksanakannya kepada Pejabat yang meminta bantuan.

(3) Dalam hal Penanggung Pajak atau pihak — pihak yang dimaksud
dalam Pasal 12 dan Pasal 13 menolak untuk menerima Surat Paksa,
Jurusita Pajak meninggalkan Surat Paksa dimaksud dan mencatatnya
dalam Berita Acara bahwa Penanggung Jawab tidak mau menerima
Surat Paksa, dan Surat Paksa dianggap telah diberitahukan.

Pasal 16

(1) Dalam hal terjadi keadaan diluar kekuasaan Pejabat atau sebab lain,
Surat Paksa pengganti dapat diterbitkan oleh Pejabat karena jabatan.

(2) Surat Paksa pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama
dengan Surat Paksa.

Pasal 17

(1) Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan atau
penggantian kepada Pejabat terhadap Surat Teguran atau Surat
Peringatan atau surat lain yang sejenis, Surat Perintah Penagihan
Seketika dan Sekaligus, dan Surat Paksa yang dalam penerbitannya
terdapat kesalahan atau kekeliruan.

(2) Tindakan pelaksanaan Penagihan Pajak dilanjutkan setelah kesalahan
atau kekeliruan dibetulkan oleh Pejabat.

Pasal 18

Pengajuan keberatan oleh Waijib Pajak tidak mengakibatkan penundaan
pelaksanaan Surat Paksa.

BAB VY
PELAKSANAAN PENYITAAN
Pasal 19

(1) Penyitaan terhadap barang milik Penanggung Pajak dilaksanakan oleh
Jurusita Pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan
yang diterbitkan oleh Pejabat.

(2) Penyitaan dilaksanakan apabila utang pajak tidak dilunasi dalam
jangka waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak
tanggal Surat Paksa diberitahukan kepada Penanggung Pajak.

Pasal 20

(1) Barang milik Penanggung Pajak yang dapat disita adalah barang yang
berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di
tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain
atau yang dijaminkan sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat
berupa :



a. Barang bergerak termasuk kendaraan bermotor roda dua, roda
empat atau lebih, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka,
tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang di
persamakan dengan itu, obligasi, saham, atau surat berharga
lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan
atau

b. Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal
dengan isi kotor tertentu;

(2) Terhadap Penanggung Pajak Orang Pribadi penyitaan dapat
dilaksanakan atas barang milik pribadi yang bersangkutan, isteri, dan
anak yang masih dalam tanggungan, kecuali dikehendaki secara
tertulis oleh suami atau isteri yang berdasarkan perjanjian pemisahan
harta dan penghasilan;

(3) Terhadap Penanggung Pajak Badan, penyitaan dapat dilaksanakan
atas barang milik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan, kepala
cabang, penanggung jawab, pemilik modal baik ditempat kedudukan
yang bersangkutan, ditempat tinggal mereka maupun ditempat lain;

(4) Penyitaan dilaksanakan dengan mendahulukan barang bergerak
kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilaksanakan langsung terhadap
barang tidak bergerak;

(5) Urutan barang bergerak dan atau barang tidak bergerak yang disita
ditentukan oleh Jurusita Pajak dengan memperhatikan jumlah utang
pajak dan biaya penagihan pajak, kemudahan penjualan, atau
pencairannya.

(6) Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita disampaikan kepada :

a. Penanggung Pajak;

b. Kepolisian untuk barang bergerak yang kepemilikannya sudah
terdaftar;

c¢. Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang, untuk tanah yang
kepemilikannya sudah terdaftar;

d. Pengadilan MNegeri Kota Palembang, untuk tanah vyang
kepemilikannya belum terdaftar;

e. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, untuk kapal.

Pasal 21

(1) Penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan disaksikan oleh
sekurang — kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk
Indonesia, dikenal oleh Jurusita Pajak dan dapat dipercaya.

(2) Dalam melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak harus :
a. memperlihatkan kartu tanda pengenal Jurusita Pajak;
b. memperlihatkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; dan
c. memberitahukan tentang maksud dan tujuan penyitaan.

(3) Setiap melaksanakan penyitaan Jurusita Pajak harus membuat Berita
Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak,
Penanggung Pajak dan saksi — saksi;

(4) Dalam hal Penanggung Pajak menolak untuk menandatangani Berita
Acara Pelaksanaan Sita, Jurusita Pajak harus mencantumkan
penolakan tersebut dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita, dan Berita
Acara Pelaksanaan Sita tersebut ditandatangani oleh Jurusita Pajak
dan saksi-saksi, dan Berita Acara Pelaksanaan Sita tersebut tetap sah
dan mempunyai kekuatan mengikat.

(5) Penyitaan tetap dapat dilaksanakan walaupun Penanggung Pajak tidak
hadir, sepanjang salah seorang saksi sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) berasal dari sekurang — kurangnya setingkat Sekretaris
Kelurahan dan RT setempat.



(6) Dalam hal pelaksanaan penyitaan tidak dihadiri oleh Penanggung
Pajak, Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh Jurusita
Pajak dan saksi-saksi, dan Berita Acara Pelaksanaan Sita tersebut
tetap sah dan mempunyai kekuatan mengikat.

(7) Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita dapat ditempelkan pada barang
bergerak dan atau barang tidak bergerak yang disita, atau di tempat
barang bergerak dan atau barang tidak bergerak yang disita berada,
atau di tempat — tempat umum.

(8) Penyitaan terhadap perhiasan emas, permmata dan sejenisnya
dilaksanakan sebagai berikut :

a. Membuat rincian tentang jenis, jumlah dan harga perhiasan yang
disita dalam suatu daftar yang merupakan lampiran Berita Acara
Pelaksanaan Sita;

b. Membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita.

(9) Penyitaan terhadap wuang tunai termasuk mata uang asing
dilaksanakan sebagai berikut :

a. Menghitung terlebih dahulu uang tunai yang disita dan membuat
rinciannya dalam suatu daftar yang merupakan lampiran Berita
Acara Pelaksanaan Sita;

b. Membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita;

¢. Menyimpan wuang tunai yang telah disita dalam tempat
penyimpanan yang selanjutnya ditempeli dengan segel sita dan
kemudian menitipkannya pada Penanggung Pajak atau
menitipkannya pada bank.

(10) Penyitaan terhadap kekayaan Penanggung Pajak yang disimpan di
bank berupa deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro
atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dilaksanakan
sebagai berikut :

a. Pejabat mengajukan permintaan pemblokiran kepada bank disertai
dengan penyampaian Salinan Surat Paksa dan Surat Perintah
Melaksanaan Penyitaan,

b. Bank wajib memblokir sekefika setelah menerima permintaan
pemblokiran dari pejabat dan membuat berita acara pemblokiran
serta menyampaikan salinannya kepada Pejabat dan Penanggung
Pajak;

c. Jurusita pajak setelah menerima berita acara pemblokiran dari
bank memerintahkan Penanggung Pajak untuk memberi kuasa
kepada bank agar memberitahukan saldo kekayaannya yang
tersimpan pada bank tersebut kepada jurusita.

{11) Penyitaan terhadap penyertaan modal pada perusahan lain yang tidak
ada surat sahamnya dilaksanakan sebagai berikut :

a. melakukan inventarisasi dan membuat rincian tentang jumlah
penyertaan modal pada perusahaan fain dalam suatu daftar yang
merupakan lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita;

b. membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita;

¢. membuat Akte Persetujuan Pengalihan Hak Penyertaan Modal
pada perusahaan lain dari Penanggung Pajak kepada Pejabat, dan
salinannya disampaikan kepada perusahaan tempat penyertaan
modal.

(12) Jurusita Pajak setelah menerima berita acara pemblokiran dari bank
memerintahkan Penanggung Pajak untuk memberi kuasa kepada bank
agar memberitahukan saldo kekayaannya yang tersimpan pada bank
tersebut kepada Pananggung Pajak; dalam hal Penanggung Pajak
tidak memberikan kuasa kepada bank sebagaimana dimaksud dalam
huruf c, Pejabat meminta.
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(13) Bank Indonesia (Kantor Pemerintahan di Palembang) atas

permintaan Walikota Palembang dapat memerintahkan bank untuk
memberikan saldo kekayaan Penangung Pajak yang tersimpan pada
bank yang dimaksud, Melaksanakan penyitaan dan membuat Berita
Acara Pelaksanaan Sita, dan menyampaikan salinan Berita Acara
Pelaksanaan Sita kepada Penangung Pajak dan bank yang
bersangkutan, setelah saldo kekayaan yang tersimpan pada bank
diketahui Juru sita Pajak.

(14) Pejabat mengajukan permintan pencabutan pemblokiran kepada bank

setelah Penangung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan
pajak;

(15) Pejabat mengajukan permintaan pencabutan pemblokiran terhadap

(1)
(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

4)

kekayaan Penangung Pajak setelah dikurangi dengan jumlah yang
disita apabila utang pajak dan Biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi
oleh Penangung Pajak sekalipun telah dilakukan pemblokiran.

Pasal 22

Atas barang yang disita dapat ditempeli atau diberi segel sita.

Penempelan segel sita dilaksanakan dengan memperhatikan jenis,

sifat dan bentuk barang sitaan.

Segel sita sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat sekurang —

kurangnya :

a. Kata "“DISITA";

b. Nomor dan tanggal Berita Acara Pelaksanaan Sita;

¢. Larangan untuk memindahtangankan, memindahkan hak,
meminjamkan, merusak barang yang disita.

Pasal 23

Pencabutan sita dilaksanakan apabila Penanggung Pajak telah
melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak atau berdasarkan
putusan pengadilan atau berdasarkan putusan badan peradilan pajak
atau ditetapkan lain oleh Walikota.

Pencabutan sita sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan
berdasarkan Surat Pencabutan Sita yang diterbitkan oleh Pejabat.

Surat Pencabutan Sita sekaligus berfungsi sebagai pencabutan Berita
Acara Pelaksanaan Sita disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada
Penanggung Pajak dan instansi yang terkait, diikuti dengan
pengembalian penguasaan barang yang disita kepada Penanggung
Pajak.

Pencabutan sita terhadap :

a. deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau yang
dipersamakan dengan itu dilaksanakan dengan menyampaikan
Surat Pencabutan Sita kepada Penanggung Pajak dan
tembusannya disampaikan kepada bank yang bersangkutan;

b. surat berharga berupa obligasi, saham, atau sejenisnya baik yang
diperdagangkan maupun yang tidak diberdagangkan di bursa efek
dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pencabutan Sita.



(1)

@)

(3)

(4)

(3)
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BAB VI
PELAKSANAAN LELANG BARANG SITAAN
Pasal 24

Apabila utang pajak dan atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi
setelah dilaksanakan penyitaan, Pejabat berwenang melaksanakan
penjualan secara lelang atau tidak secara lelang, maupun
menggunakan atau memindahbukukan barang yang disita untuk
pelunasan utang pajak dan atau biaya penagihan pajak dimaksud.

Pengumuman Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari
terhitung sejak penyitaan;

Penjualan secara lelang dilakukan melalui Kantor Lelang dan
dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari
terhitung sejak Pengumuman Lelang;

Pengumuman Lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),
dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari
terhitung sejak penyitaan;

Apabila hasil lelang sudah mencapai jumiah yang cukup untuk
melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak, maka pelaksanaan
lelang dihentikan dan sisa barang serta kelebihan utang hasil lelang
dikembalikan oleh Pejabat kepada Penanggung Pajak paling lambat 3
(tiga) hari setelah pelaksanaan lelang.

Pasal 25

Penanggung Pajak dapat melunasi utang pajak dan biaya yang timbul
dalam rangka penagihan pajak selama barang yang telah disita belum
dijual, digunakan atau dipindahkan.

(1)

(2)

3)

4)

BAB VIl
KETENTUAN BIAYA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 26

Besamya biaya penagihan pajak adalah Rp 100.000,00 (seratus ribu
rupiah) untuk setiap pemberitahuan Surat Paksa dan Rp 100.000, -
(seratus ribu rupiah) untuk setiap pelaksanaan Surat Perintah
Melaksanakan Penyitaan.

Besarmya tambahan biaya penagihan pajak yang dibayar oleh
Penanggung Pajak dalam hal barang yang telah disita dijual adalah
sebagai berikut :

a. Secara lelang 1% (satu persen) dari pokok lelang.

b. Tidak secara lelang 1% (satu persen) dari hasil penjualan.

Biaya penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
tambahan biaya penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) merupakan Penerimaan Daerah.

Tata cara pengelolaan dan penggunaan biaya penagihan pajak dan
tambahan biaya penaghan pajak diatur sesuai dengan peraturan
perundang — undangan yang berlaku.
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BAB YV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Hal-hal yang bersifat teknis belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang
mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 28
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota

Palembang.
Ditetapkan di Palembang
pada tanggal % Mei 2011
ALJKQTA PALEMBANG,
DHundarkgkan di palembang H.[EEDDY SANTANA PUTRA

Padamnggal = G- 11
SEMRETARIS DAERAH

KO TA PALEMBANG

, M
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2011 HOMOR &9



